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Arjid Nabla Perdana, S351408017 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur 
Pemegang Hak Tanggungan Yang Jaminannya Menjadi Obyek Sengketa (Analisa 
Putusan Nomor 132/Pdt/G/2010/PN.BB). 
Hak tanggungan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
yang sering disingkat UUHT, jaminan pelunasan utang memberikan keistimewaan 
bagi kepentingan kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya 
(wanprestasi). Kreditur berhak mengeksekusi jaminan karena wanprestasi debitur 
berdasarkan title eksekutorial. Permasalahan muncul ketika adanya putusan hakim 
yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah  yang dijadikan jaminan (agunan) hak 
tanggungan menjadi obyek sengketa  diperoleh secara melawan hukum, sehingga 
pembebanan hak tanggungan menjadi batal.   
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan 
hakim  dan akibat putusan tersebut terkait Hak Tanggungan terhadap perlindungan 
dan kepastian hukum bagi kreditur serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian 
yang dipakai dalam  penelitian ini adalah yuridis normative berdasarkan data 
sekunder. 
Hasil temuan dalam penelitian ini dasar hukum yang diterapkan majelis hakim  
berdasarkan hukum adat yang tidak mengenal kadaluarsa. Fakta hukumnya riwayat 
tanah melalui surat hibah yang didaftarkan kepada notaris. Penerbitan sertifikat hak 
milik oleh kantor Pertanahan sejak semula cacat hukum, sehingga pengadilan 
berwenang melakukan pembatalan. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)-Notaris 
sepanjang telah sesuai pelaksanaan tugas dan jabatannya tidak dapat diminta 
pertanggung jawaban hukum karena obyek sengketa tidak terkait akta yang 
dibuatnya. Solusi mengingat perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tetap berlaku 
dan mengikat debitur hingga pelunasan seluruh hutangnya. Penyelesaian yang dapat 
ditempuh apabila terjadi gagal bayar pasca putusan hakim yaitu :melalui jalur litigasi 
maupun non litigasi. 
Pengaturan hukum jaminan yang berlaku kemasa yang akan datang atau Ius 
Constituendum diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum 
serta kepercayaan terhadap lembaga hak tanggungan guna kepentingan kreditur. 
Untuk instansi Badan Pertanahan Nasional terkait pendaftaran tanah hendaknya 
dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga akan menjamin perlindungan dan 
kepastian hukum bagi pemegang haknya. Perjanjian kredit berikut seluruh addendum 
yang ada hendaknya dibuat secara notariil. 
 









Arjid Nabla Perdana. S351408017. Legal Protection for Creditors of 
Warranties Rights Holder which is the Collateral to Become a  Dispute (Analysis of 
Decision No. 132 / Pdt / G / 2010 / PN.BB). 
Warranties rights have been regulated in Act Number 4 of 1996 often 
abbreviated as UUHT, payment guarantee of a debt gives privileges to the interests of 
the creditor if the debtor does not fulfill its obligations (default). The creditor is 
entitled to execute the guarantee for the debtor defaults by eksekutorial title. 
Problems arise when the verdict, which guarantees (collateral) became the object of a 
disputes of torts claims, so imposition of mortgage becomes void. 
This study aims to determine the basis of the verdictand consequence of the 
decision related to mortgage toward the protection and legal certainty for creditors 
and settlement efforts. The method used in this research is normative based on 
econdary data. 
The findings of this study are legal basis applied by the panel of judges is 
based on  the common law that does not recognize expiry. Legal facts of history of 
the land through grants letter is registered to the notary. The publishing of certificate 
of property rights by the Land  Office from the original legal defect, so the court  is 
authorized to cancel. Land Titles Registrar (PPAT) -Notary along had been 
corresponding the execution of his duties and cannot be held accountable legal for the 
object of the dispute is not related to the deed made. Solutions are remaining the 
credit agreement as an applicable principal agreement and binding on the debtor to 
repayment of all debts. Settlement can be reached in case of default after the verdict 
that is through litigation and non-litigation. 
Guarantee of Law to the future (Ius constituendum) can provide certainty and 
legal protection and trust in the institution of warranties right for the benefit of 
creditors, there should be changes in fundamental legislation and regulations 
(UUHT). The National Land agency related to land registration will be guaranted 
legal protection and legal certaint for the right holder. It should be the credit 
agreements and all additional agreement shall be notarized 
 
Keywords: Legal Protection, Creditors, Mortgage Right, Disputes. 
 
 
 
 
